
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat IITabalong Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat IIDi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4851);

5. Undang-Undang Nomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 5049);

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4), Pasal 21
ayat (3), Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 ten tang Retribusi Pelayanan
Persampahan;

BUPATITABALONG,

PETUNJUKPElAKSANAANPERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG
NOMOR13 TAHUN2018 TENTANGRETRIBUSIPELAYAN~PERSAMPAHAN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

TENTANG

BUPATI TABALONG
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR Id TAHUN2020

SAUNAN II



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diu bah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010
ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
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Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. KepalaDaerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPDadalah

Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas
pemerintah di bidang pelayanan persampahan dan kebersihan.

5. Pejabat adalah pegawaiyang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kas Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk
memegangkas daerah.

7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia danzatau proses alam yang
berbentuk padat.

8. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan
danZatau tempat pengolahan sampah terpadu.

9. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPAadalah tempat
untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURANBUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONGNOMOR13TAHUN
2018 TENTANGRETRIBUSIPELAYANANPERSAMPAHAN.

MEMUTUSKAN:

16.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(LembaranDaerah Kabupaten TabalongTahun 2016 Nomor05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten TabalongNomor02);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten
TabalongTahun 2017 Nomor14);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah
Kabupaten TabalongTahun 2018 Nomor 13);

19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten TabalongNomor54 Tahun 2016);
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(1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut Retribusi dengan
cara memungut pada Wajib Retribusi yang mendapatkan pelayanan
persampahan.

Pasal2

BAB II
TATACARA PELAKSANAANPEMUNGUTANDAN

PENYETORANRETRIBUSI

khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Wajib Retribusi adaalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha MilikNegara (BUMN),Badan Usaha MilikDaerah (BUMD)dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajih Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi
yang terutang.

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulasi atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk kepala daerah.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar
dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan Iatau sanksi administratif
berupa bunga dan Zatau denda.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan dan Iatau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah danl atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
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(1) Apabila Wajib Retribusi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam
SKRD tidak melunasi Retribusi yang terutang, maka akan diterbitkan Surat
Teguran.

(2) Apabila Surat Teguran tidak diindahkan oleh Wajib Retribusi, maka Kepala
SKPD yang menangani urusan persampahan segera menerbitkan STRD.

(3) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak
jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan STRD sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang
terutang.

Pasal 5

BABIII
TATACARA PENAGIHAN RETRIBUSI

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud dalam Pasal3 ayat (1) diberikan
tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan oleh Bendahara
Penerimaan dengan diketahui oleh Kepala Sub Bagian Keuangan.

(3) Bentuk, isi, ukuran dan warn a tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal4

(2) Kepala SKPD dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk
mengangsur atau menunda Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu
dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan tunai/Iunas secara langsung ataupun
online.

Pasal3

(2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong atau Perangkat Daerah yang
menangani urusan persampahan.

(3) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan karcis yang telah diporporasi oleh Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan mengelola
pajak dan retribusi daerah.

(4) Hasil pungutan Retribusi bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
disetor ke Kas Daerah secara langsung atau online selambat-larnbatnya 1 x 24
jam melalui Bendahara Penerimaan atau yang ditentukan lain oleh Bupati.
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(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
perrnohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tabalong.

Pasa19

BABV
TATACARAPENGEMBALlANKELEBlHAN

PEMBAYARANRETRIBUSI

Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang retribusi berdasarkan
usulan penghapusan piutang Retribusi yang diajukan oleh Kepala SKPD
sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (3).

Pasal8

(1) Untuk dapat rnelakukan penghapusan terlebih dahulu dilakukan penelitian
lapangan terhadap persyaratan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal6 ayat (2)
oleh SKPD.

(2) Penelitian di lapangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
rnemastikan kebenaran kondisi wajib retribusi.

(3) Apabiladalarn penelitian sebagairnana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan
persyaratan penghapusan, rnaka KepalaSKPDrnenyampaikan usulan kepada
Bupati untuk melakukan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

(4) Apabila dalam penelitian sebagairnana dimaksud pada ayat (2), tidak sesuai
dengan persyaratan penghapusan, maka Kepala SKPD harus melakukan
penagihan Retribusi berdasarkan data yang dimiliki oleh SKPD.

Pasal 7

(2) Syarat-syarat piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagairnana pada
ayat (1), yaitu:
a. Wajib Retribusi telah rneninggal dunia dan tidak rneninggalkan harta
warisan serta tidak rnernpunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan
dari instansi yang terkait;

b.WajibRetribusi tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat;
c. WajibRetribusi tidak rnernpunyaikekayaan dan tidak rnemilikikernampuan
untuk rnernbayarpiutang retribusi dan Iatau ;

d. Penagihan Retribusi telah rnelewatiwaku 3 (tiga)tahun sejak terutangnya
retribusi, kecuali apabilaWajibRetribusi rnelakukan tindak pidana dibidang
retribusi daerah.

(1) Piutang Retribusi yang dihapuskan rnerupakan piutang Retribusi yang sudah
dilakukan penagihan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 yang rneliputi
pokokRetribusi dan kenaikan bunga dan Iatau denda.

Pasal6

BABIV
TATACARAPENGHAPUSANPIUTANGRETRIBUSI

YANGSUDAHKADALUARSA
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(1) Dalam rangka pemeriksaan Retribusi, kepada Wajib Retribusi disampaikan
surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.

Pasal 11

(1) Untuk menguji kepatuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan
Peraturan Daerah tentang Retribusidilakukan pemeriksaan Retribusi.

(2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Wajib dilakukan dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena
keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali,
keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan
kelebihanpembayaran retribusi;

b. dapat dilakukan dalam hal :
1. Wajibretribusi megajukankeberatan retribusi ; atau
2. Terdapat indikasi kewajibanretribusi yang tidak dipenuhi.

(3) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Petugasyang ditunjuk.

(4) Petugas sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dalam melakukan pemeriksaan
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan.

(5) WajibRetribusiyang diperiksawajib :
a. memperlihatkan danj atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objekRetribusiyang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan kelancaran pemeriksaan; dan
jatau

c. memberikanketerangan yang diperlukan.

Pasal 10

BABVI
TATACARAPEMERIKSAANRETRIBUSI

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),harus memberikankeputusan.

(3) Apabilajangkawaktu sebagaimanadimaksudpada ayat (2)telah dilampauidan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLBharus diterbitkan
dalamjangka waktu palinglama 1 (satu)bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
waktu, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihanpembayaranRetribusi.
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(1) Untuk menunjang kegiatan pembinaan, pengelolaan kebersihan lingkungan
dan pemungutan RetribusiPersampahan, disediakan anggaran pada Anggaran
Pendapatan dan BelanjaDaerah sebesar 35% (tigapuluh limaperseratus) dari
realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan.

(2) Rincian penggunaan dana penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)adalah sebagai berikut :
a. 15 % (lima belas perseratus) untuk operasional pemungutan oleh pihak

swasta/badanflembaga masyarakat yang melaksanakan pemungutan
Retribusi Pelayanan Persampahan;

b. 10% (sepuluh perseratus) untuk pengelolaankebersihan dan pemeliharaan
sarana kebersihan di wilayah (RT/RW);

c. 2% (duaperseratus) untuk kegiatan koordinasipengelolaankebersihan dan
pemungutan Retribusi persampahan/kebersihan di Kecamatan;

d. 5 % (lima perseratus) untuk sarana administrasi Retribusi Pelayanan
Persampahan.

Pasal 13

BAB VII
PEMBERIANDANPEMANFAATANDANA

PENUNJANGKEGIATAN

(1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.

(2) Laporan hasil pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk pembuatan nota penghitungan Retribusi sebagai dasar
penerbitan :
a. SKRDKB,apabilajumlah Retribusiyang terutang kurang bayar;
b. STRD,apabila Retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar, terdapat

kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis danZatau salah hitung,
atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga;

c. SKRDLB,apabila jumlah Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari
padajumlah Retribusiyang terutang atau dilakukan pembayaran Retribusi
yang tidak seharusnya terutang; atau

d. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan Retribusi yang
dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib
Retribusi.

Pasal 12

(2) Untuk kepentingan pemeriksaan Retribusi, dapat dilakukan pemanggilan
kepada WajibRetribusi.

(3) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)sesuai denganwaktu dan tempat yang telah ditentukan
dalam surat panggilandalam rangka pemeriksaan Retribusi dengan membawa
buku, catatan, dan/ atau dokumen yang diperlukan olehpemeriksa.

(4) Dalam hal WajibRetribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2),pemeriksaan Retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang
ada pada bendahara penerimaan.
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ABDULMUTHALIBSANGADJI

BERITADAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2020 NOMOR ~ I

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal ,,!J.D /YI/l-i -t~~

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABAWNG,.

ANANGSYAKHFIANI

BUPATITABALONG,

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 IVlU ~.,I.O

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal15

BABIX
KETENTUANPENUTUP

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan yang belum terbayar sebelum Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan diberlakukan, maka piutang retribusi belum kedaluarsa.

Pasal14

BABVIII
KETENTUANPERALIHAN

(3) Apabila pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas pemungut dari
Dinas Lingkungan Hidup, maka dana penunjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b dikembalikan ke Kas Daerah.

(4) 25 % (dua puluh lima perseratus) dari hasil pemungutan Retribusi sebagai
biaya operasional pemungutan oleh pihak swastajbadan/lembaga masyarakat
yang melaksanakan pungutan Retribusi akan diserahkan langsung kepada
pihak swasta/badan/lembaga masyarakat setelah penyetoran retribusi, sedang
dana penunjang lainnya akan diserahkan secara tribulanan.
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( )

YangMenerima,

Nama
Alamat
NPWRD

No ..

TANDATERIMA

................... potong disini .

NIP ..
............................................

Kepala Dinas,

Tanjung,............ 20 ...

PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (BANK KALSEL CABANG

TANJUNG RKUD, No Rekening : ) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi
Daerah (SSRD)

2. ApabilaSKRDini tidak atau kurang dibayar setelah lewatwaktu paling lama 30 hari setelah SKRD
diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Dengan huruf :

a. Bunga
b. Kenaikan

Jumlah Keseluruhan

Jumlah Sanksi
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi

JUMLAH
(Rp)

JENIS RETRIBUSI DAERAHKODE
REKENING

No.

1

Nama
Alamat
NPWRD
Tanggal Jatuh Tempo
Keterangan

Jl.Tanjung Selatan Nomor .03 Kecamatan
Murung Pudak Kabupaten Tabalong

Mass Retribusi :
Tahun Retribusi :

S K R D NomorUrut
SURAT KETETAPAN RETRlBUSI DAERAH ,..-- --,

I I

=:I PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

~ DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
(SKRD)

LAMPlRAN I
,PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JIn. Tanjung Selatan No.03Kecamatan Murung Pudak
Kabupaten Tabalong

SURATTAGIHAN RETRlBUSI DAERAH
Nomor :........................ Tahun :20...

Man Pajak :.................

Nama Wajib Retribusi ............................................................................
Alamat ............................................................................
Nama Usaha ............................................................................
Alamat Usaha .............................................................................
NPWRD .............................................................................
Nomor Ketetapan .............................................................................
Tanggal Jatuh Tempo ..............................................................................
Keterangan ...............................................................................

I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas
pelaksanaan kewajiban :

No Rekening Retribusi I Jenis Retribusi RetribusiTerhutang(Rp}
1 ............................... I ..................................... .............................

Jumlah .............................

II. Dari Penelitian dan atau pemeriksaan terse but diatas, penghitungan jumlah yang masih harus
dibayar adalah sebagai berikut :
1. Retribusi yang kurang dibayar Rp.......................
2. Sanksi Administrasi

a. Bunga Rp......................
b. Kenaikan Rp......................
c. Denda Rp......................

3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)
Rp...........................

Dengan Huruf: ( ...........................................)

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (BANKKALSEL

CABANGTANJUNG RKUD No. Rek...................... ) dengan menggunakan Surat Setoran
Retribusi Daerah (SSRD).

2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak
STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Tanjung, 20 .....
Kepala Dinas,

...............................
NIP.................................

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
(STRD)



ANANGSYAKHFIANI

BUPATI TARALONG,

(Warna Kuning)

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
Perda No. 13 Tahun 2018

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
........ ".......................... (wajib retribusi)

Rp ,- [tartf retribust]
Tahun 20 .
SERI. SP

I
1

NO.

~T/lB<\LCN3

PERQA.1'O.13Th12J18

Tahun 20
Rp........

SERISP

Format Karcis Pelayanan Persarnpahan Yang Disetarakan SKRD



ANANG SYAKHFIANl

~td

BUPATI TARALONG,

, PEMERINTAH KABUPATENTABALONG SSRD
DlNAS LlNGKUNGANH1DUP taUItAT RTORAII RftJUBUSl

DA£ItAH)

Jl.Tanjung Selatan Nomor .03 Kecamatan Murung Pudak Tabun 20...
KabupatenTabalong

Nomor ...........................
Tanggal :..........................

Nama .....................
Alamat ....................
NPWRD ....................
Menyetor berdasarkan : B SKRD 0 STRD 0 Lain-Lain

SKDRT 0 SPTPD
0 SK Pembetulan
0 SK Keberataan

Dokumen Penetapan
Masa Retribusi
Cara Pembayaran
Bank Penerima Setoran : BANKKALSELCABANGTANJUNG RKUD, No. Rek :.........................
Keterangan .......................................................................
Dengan rincian penerimaan setoran sebagai berikut :

No. Kode JeDis Retribu.i Nilai
Rekening (Rp)

1 .................. .................. ..................
Jumlah ..................

Terbilang : ..................

Ruang untuk Teraan Diterima Oleh : Tanjung, ........... 20 ....
Kas Register /Tanda Tangan

Petugas Penerima, Bendahara Penerimaan, Penyetor,

.................... ............................... ......................................
NIP..........................

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH
(SSRD)

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN


